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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN KETENTUAN JAM KERJA DAN UPAH KERJA 

KARYAWAN KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

 NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENEGAKERJAAN  

(STUDI PT. PEGADAIAN DOMPU)  

 

Oleh 

HAMIDUN  

617110019 

 

Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 

kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang jangka berlakunya telah ditentukan 

atau disebut sebagai karyawan kontrak.. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetaui 

pelaksanaan ketentuan jam kerja karyawan kontrak berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan di PT. Pegadaian Dompu dan 

untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan upah kerja karyawan kontrak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan di 

PT. Pegadaian Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama Pelaksanaan Kententuan jam 

kerja karyawan kontrak berdasarkan undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan PT. Pegadaian Dompu yaitu bahwa Ketentuan jam kerja 

ini mengatur 2 sistem, yaitu: (a) 7 (tujuh) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 

(empat puluh) jam kerja dalam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 

seminggu; atau (b) 8 (delapan) jam kerja dalam 1(satu) hari atau 40 (empat puluh) 

jam kerja dalam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. Mengenai 

jam kerja yang dijalankan masih belum sesuai dengan Pasal 77 undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PT. Pegadaian Dompu tidak 

mengatur secara spesifik didalam surat perjanjian kerja mengenai ketentuan jam  

kerja karyawan kontrak. Kedua pelaksanaan ketentuan upah kerja karyawan 

kontrak berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan di PT. Pegadaian Dompu adalah sudah sesuai dengan kententuan 

Upah Minimum Provisi (UMP) NTB, Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

Dompu. Pengupahan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dikuatkan dengan SK Gubernur NTB 

Nomor: 561-772 Tahun 2020 tentang upah minimum, dan SK Bupati Dompu 

Nomor 406/679/Nakertrans 2020. 

 

Kata kunci: Jam Kerja, Upah Kerja Dan Karyawan Kontrak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari 

Pancasila dan pembangunan nasional berdasarkan UUD 1945 Hal ini 

dilakukan dalam rangka pembangunan seluruh rakyat Indonesia untuk 

meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri pekerja dan keluarganya. 

Perlindungan di bidang ketenagakerjaan terkait dengan terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan adil, baik materil maupun 

spiritual. Penduduk usia kerja bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Bab 1, Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah pekerjaan 

memperoleh barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun produksi 

masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu Ketenegakerjaan dan bukan Ketenegakerjaan.1 

Kontrak kerja memenuhi ketentuan Pasal 13, Pasal 57 UU 

Ketenagakerjaan 2003, dan menyatakan sebagai berikut. Bentuk kontrak kerja 

pada dasarnya bebas dan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.2 

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 (15) KUHP 

2003, “Hubungan kerja adalah pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan 

kontrak kerja yang meliputi unsur ketenagakerjaan dan pengupahan. 

Berdasarkan pengertian di atas, menegaskan bahwa kontrak kerja dan 

                                                           
1
 Subíjanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenagakerja Índonesía , Jurnal Pendídíkan Dan 

Kebudayaan, vol 17 no 6, 2011, hal. 708 
2
 Abdul Khakím, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Índonesía, Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT Cítra Adítya Baktí, 2003, hal. 48 
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hubungan kerja yang terkait menciptakan hubungan kerja antara majikan dan 

karyawan.”.3 

Menurut Undang-undang Keimigrasian Tenaga Kerja No. 

100/MEN/IV/2004 tentang pelaksanaan kontrak kerja sementara tertentu, 

kontrak kerja sementara tertentu (PKWT) adalah “kontrak kerja antara pekerja 

dengan pengusaha dan mempunyai jangka waktu tertentu. Atau dimasukkan 

hubungan kerja pegawai tertentu.Perjanjian kerja sementara tertentu (PKWT) 

adalah kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu atau ditetapkan sebagai 

pekerja kontrak.Pemberhentian sementara bila habis masa 

berlakunya.Dilakukan dengan sendirinya dan pekerja tidak berhak untuk PHK. 

manfaat seperti manfaat pensiun, biaya layanan, kompensasi dan manfaat 

pensiun.”4 

Selain penerapan PKWT pada pekerja outsourcing, praktik lokal tidak 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, sistem PKWT bagi pekerja outsourcing juga sangat 

merugikan pekerja. Karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang 

telah dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan dibatasi 

paling lama tiga tahun. Misalnya, banyak pengusaha yang melakukan 

pelanggaran dengan menggunakan pekerja untuk bekerja penuh waktu/penuh 

waktu di suatu perusahaan. 

                                                           
3
 Hardíjan Ruslí, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undangan No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkaít Laínnya, Edísí Kedua, Bogor: Ghalía Índonesía, 

2004, hal. 88 
4
 4 Líbertus Jehaní, Hak-hak Pekerja Bíla dí PHK, Jakarta: Vísímedía, 2006, hal. 3 
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Masalah pekerjaan kontrak disebabkan oleh meningkatnya jumlah 

lulusan sarjana (S1) di Indonesia dan tidak didukung oleh pertumbuhan 

lapangan kerja yang layak. Banyak dari rekan-rekan ini yang masih 

menganggur dan pada akhirnya akan berbondong-bondong untuk bekerja 

kontrak, entah pantas atau tidak, sesuai dengan ilmu yang didapat di meja 

kuliah dengan menjadi pegawai PT Pegadaian Dompu. Mereka melakukan 

yang terbaik. Di instansi pemerintah, status yang mereka terima hanyalah 

kontrak. Hal inilah yang ingin penulis sampaikan untuk menegaskan apakah 

praktik sistem pengangkatan pegawai kontrak di PT Pegadaian Dompu telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Isu ketenagakerjaan menarik perhatian banyak partai politik, 

khususnya pemerhati ketenagakerjaan, setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, 

perjalanan dinas mendahului kontrak kerja, sehingga jenis dan isi kontrak 

kerja tidak sesuai dengan isi dan pelaksanaan di lapangan. Perselisihan sering 

muncul antara pengusaha dan pekerja. Misalnya, konflik kekerasan, penipuan, 

perburuhan, pemecatan sewenang-wenang, dan upah di bawah standar. Salah 

satu penyebabnya adalah masih banyak pihak yang belum memahami hak dan 

kewajiban yang dimilikinya dalam pekerjaan yang sebenarnya merupakan 

keterlibatan hukum. Akibatnya, banyak karyawan yang masih dirugikan oleh 

majikannya dalam bentuk kerelaan wajib terhadap mereka dalam kontrak kerja 

mereka. Di satu sisi, pengusaha masih menganggap pekerja sebagai pihak 

yang lemah, dan hubungan kerja yang terjalin adalah kontrak vertikal.  
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Membangun hubungan kerja adalah langkah ke dalam tindakan. Suatu 

hubungan hukum yang timbul dengan seseorang yang bertindak sebagai 

pemberi kerja, dan pekerja itu melakukan pekerjaan yang disepakati dengan 

menerima upah. Pengusaha, di sisi lain, juga berjanji untuk mempekerjakan 

karyawan dengan membayar upah. 

Pengertian upah menurut Pasal 1 Ayat 30 UU Ketenagakerjaan 2003, 

yaitu “hak-hak pekerja pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari kontraktor atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya untuk 

bekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan berdasarkan kontrak, kontrak 

kerja, atau undang-undang dan peraturan. 

PT merupakan salah satu perusahaan industri jasa yang berupaya 

mengembangkan sumber daya manusia bagi karyawannya. Pegadaian Dompu. 

Perusahaan memberikan kesempatan pelatihan dan promosi tambahan kepada 

karyawan untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan mereka di bidangnya masing-masing. Kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada karyawan tetap, tetapi 

juga kepada karyawan kontrak dan karyawan baru PT Pega Diane Amp. 

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional 

karyawan yang terlibat. Pegawai yang bersangkutan harus bersedia 

menandatangani kontrak kerja  

 kontrak dengan aturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Dompu. 

Misalnya, kontrak kerja memungkinkan Anda mengetahui kondisi kerja, hak 
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dan kewajiban seorang karyawan dan pemberi kerja/majikan sesuai dengan 

hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia. Anda juga dapat mengetahui 

apakah Anda adalah karyawan penuh waktu atau pekerja sementara. 

Bahkan, keluhan lain datang dari perusahaan penyedia jasa tenaga 

kerja outsourcing. Berdasarkan pengamatan dan penyelidikan penulis, jika 

seorang pekerja outsourcing di PT Pegadaian Dompu melakukan tindak 

pidana di dalam perusahaan atau melakukan pelanggaran lain yang merugikan 

perusahaan pengguna, hampir semua penyedia layanan outsourcing akan 

diserahkan kepada pekerja outsourcing tersebut. mengeluh tentang 

keterampilan dan kemampuan yang buruk dari perusahaan outsourcing. 

tanggung jawab. PT Pegadaian Dompu memiliki 6 pekerja outsourcing (6), 2 

laki-laki dan 4 perempuan. Masalah dengan menggunakan pekerja kontrak 

adalah persepsi bahwa pekerja kontrak memiliki upah yang lebih rendah 

daripada pekerja penuh waktu. Persepsi ini tidak benar, karena 

mempekerjakan pekerja kontrak jelas tidak dapat mendukung kinerja 

perusahaan. Pengakuan bahwa pekerja kontrak harus murah berarti perusahaan 

tidak berusaha mendapatkan pekerja berkualitas yang dapat memberikan 

kontribusi maksimal bagi perusahaan. .. Selain itu, pekerja kontrak biasanya 

dibayar di bawah upah minimum kabupaten/kota. Ini karena sebagai penyedia 

layanan ketenagakerjaan, agensi perlu memotongnya. Sulitnya mencari 

pekerja dengan kepribadian akademik, teknis dan intelektual yang baik tetap 

menjadi masalah bagi pekerja outsourcing juga. 
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Realitas yang ada di PT Peigadaian Do impu dan menjadi masalah yaitu 

masih banyak pegawai kontrak tidak tetap di PT Peigadaian Doimpu. Dengan 

kata lain, ada 6 orang, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Disparitas dalam 

penyediaan fasilitas adalah pekerja kontrak merasa tidak nyaman dengan 

pekerjaannya karena status pekerja kontrak tidak jelas dan mereka menerima 

beberapa fasilitas berikut dibandingkan dengan pekerja tetap. Tunjangan dan 

perlengkapan yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, pekerja kontrak 

hanya bekerja pada saat dibutuhkan oleh perusahaan, yang dapat membuat 

karyawan tidak nyaman dengan pekerjaannya, yang dapat mengurangi 

keterlibatannya dalam pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang masalah, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul Ppelaksanaan 

ketentuan jam kerja dan upah kerja karyawan kontrak berdasarkan Undang-

Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan (Studi PT. Pegadaian 

Dompu). Peinelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan terkait 

pengaturan jam kerja dan upah pekerja kontrak yang merupakan bagian dari 

aspek perlindungan pekerja berbasis hukum saat ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

a. Biagaimana peilaksanaan ketenituan jaim kierja karya iwan kontirak 

berdaisarkan Undiang-Unidang Noimor 1i3 Taihun 20i03 tenitang 

Ketenegaikerjaan idi PiT. Pega idaian Domipu? 
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b. Bagaimiana pelaksainaan keteintuan upaih ke irja karyiawan konitrak 

berdasiarkan Undiang-Unidang Noimor 1 i3 Taihun 20i03 Ten itang 

Keteniegakerjaan idi PiT. Pegiadaian Doimpu? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk mengatasi masalah yang 

diangkat. 

a. Unituk meingetahui peilaksanaan keten ituan jaim kierja karya iwan kontirak 

berdaisarkan Und iang-Unidang Noimor 1i3 Taihun 20i03 tenitang 

Ketenegaikerjaan idi PiT. Pega idaian Domipu. 

b. Untiuk menigetahui pelaksainaan keteintuan upaih keirja karyiawan 

konitrak berdasiarkan Undiang-Un idang Noimor 1i3 Taihun 20i03 Tenitang 

Keteniegakerjaan idi PiT. Pegiadaian Doimpu. 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang terkenal dari penyelidikan hukum, 

kegunaan penyelidikan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua 

bagian. 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi 

perkembangan undang-undang khususnya mengenai peraturan-

peraturan yang memberlakukan ketentuan tentang jam kerja dan upah 

bagi pegawai kontrak berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagaikerjaan.  
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b. Manfaat Praktis  

Dalam praktiknya, temuan tersebut harus menjadi pedoman 

komprehensif perlindungan hukum dalam pelaksanaan jam kerja dan 

upah para praktisi atau aparat penegak hukum di bidang hukum 

perburuhan, khususnya pekerja kontrak atau outsourcing.  

D. Orisinalitas Penelitian 

1. Farentino Tampongangoi. 2013. Penerapan sistem perjanjian pekerja tidak 

tetap khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bentuk dan isi pelaksanaan kontrak kerja waktu tetap serta 

mengidentifikasi pelaksanaan perlindungan pekerja/buruh dalam kontrak 

kerja waktu tetap sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 

13 Tahun 2003. .. Metode survei yang digunakan adalah metode survei 

perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis 

dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Hasil penielitian, (1) tata cara penerapan sistem perjanjian kerja 

pada suatu instansi tertentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, 

meskipun permohonan tersebut berbentuk perjanjian PKWT. Itu dibuat 

secara tertulis hanya secara lisan. (2) Perlindungan pegawai kontrak kerja 

waktu tertentu (PKWT) secara umum belum optimal, terutama karena 

ketidakjelasan pelanggaran peraturan mengenai penerapan kontrak kerja 
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waktu tetap untuk kegiatan tertentu. Art Specified Time, yaitu pekerjaan 

yang bersifat satu kali atau sementara, pekerjaan yang diharapkan selesai 

dalam waktu 3 tahun, pekerjaan yang berkaitan dengan produk musiman 

atau baru, aktivitas baru atau produk tambahan yang masih dalam 

pengujian.
5
 

2. I Gusti Ngurah Wairocana. 2014. Pelaksainaan UU No. 13 Tahun 2003, 

penegakan hukum perlindungan bagi pekerja kontrak sehubungan dengan 

kontrak kerja waktu tertentu tidak dicatat dalam C iV. Wijiaya Steiel. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kontrak 

kerja sementara tertentu pada C iV. Wij iaya Ste iel. Metode yang digunakan 

dalam penyelidikan ini adalah penyelidikan hukum empiris. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum 

yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum  adalah  

teknik perpustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan peneliti, dapat disimpulkan  pelaksanaan kontrak kerja 

sementara tertentu di C iV. Wijiaya Steiel tidak mematuhi undang-undang 

dan peraturan yang mengharuskan adanya kesepakatan lisan untuk 

mengubah kontrak kerja menjadi kontrak kerja tetap untuk jangka waktu 

tertentu, namun hal ini belum dilaksanakan. Hal ini terkait dengan 

kurangnya kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan kontrak serta 

                                                           
5
 Falentíno Tampongangoy. Penerapan Sístem Perjanjían Kerja Waktu Tertentu Dí Índonesía” 

Jurnal: Lex Prívatum, Vol.Í/No.1/Jan-Mrt/2013 (2013): https://medía.nelítí.com/medía 

/publícatíons/152599-ÍD-penerapan-sístem-perjanjían-kerja-waktu.pdf 

https://media.neliti.com/media
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kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap 

pengusaha dan karyawan.
6
 

3. Heppy Indah Alamsari. 2010. Review status pekerja kontrak terkait 

kontrak kerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar. Survei ini 

merupakan kajian terhadap pekerja kontrak yang dapat diubah menjadi 

pekerja tetap dengan mempertimbangkan hak-hak pekerja kontrak terkait 

kontrak kerja Bankrayat Indonesia cabang Karanganyar dan undang-

undang yang berlaku seperti UU No. 13 Tahun 2003. adalah untuk 

menentukan posisi. pekerjaan. Data diperoleh dari metode penelitian 

kualitatif, data primer dan sekunder dimana penelitian ini relevan dengan 

kenyataan. Data primer diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Rakyat 

Karanganyar, dan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, dokumen 

dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode 

pengumpulan data yang menggunakan tiga metode yaitu wawancara, 

kuesioner, dan penelusuran literatur. Selain itu, analisis data yang ada 

menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari temuan 

penulis dapat disimpulkan bahwa pekerja kontrak  pada Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Karanganyar dapat diubah menjadi pegawai tetap 

dengan melakukan penawaran kerja dengan syarat dua orang (dua). ) 

Tahun dan hanya berlaku untuk pekerja kontrak di bidang Frontliner, 

ADK dan FO. Mengenai hak-hak pekerja kontrak yang termasuk dalam 

                                                           
6
 Í Gustí Ngurah Waírocana. Pelaksanaan perlíndungan hukum terhadap karyawan kontrak 

mengenaí perjanjían kerja waktu tertentu tídak dícatatkan berdasarkan undang-undang nomor 13 

tahun 2003 pada CV. Wíjaya steel” Jurnal: VOL. 02, NO. 01, FEBRUARÍ 2014 (2014): 

https://ojs.unud.ac.íd/índex.php/kerthasemaya/artícle/víew/40662 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/1081
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40662
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perjanjian bersama antara pekerja kontrak dan perusahaan jasa, pekerja 

diciptakan sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kontrak kerja sementara ditandatangani antara pekerja kontrak dan 

penyedia jasa, bukan Bank Rakyat Indonesia. Hubungan kerja dan kontrak 

kerja waktu tetap yang juga timbul antara pekerja outsourcing dengan 

perusahaan penyedia jasa pekerja  memenuhi persyaratan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ini membutuhkan identitas kedua 

belah pihak, sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Jangka waktu kontrak, hak 

dan kewajiban kedua belah pihak.
7
 

4. Ngurah Aldi Ramaputra. 2020. Perlindungan hukum bagi pekerja yang 

bekerja lembur di PT. Adiptra Denpasar. Tujuan dari pemeriksaan ini 

adalah untuk mengetahui penegakan hukum perlindungan bagi karyawan 

yang bekerja lembur di PT. Faktor-faktor yang menghambat penegakan 

hukum perlindungan bagi pekerja yang bekerja lembur di perusahaan 

Adiptra Denpasar dan  PT. Adipt Denpasar. Jenis penelitian dalam 

penulisan akademik ini adalah jenis penelitian empiris. Gambaran masalah 

yang jelas diharapkan dalam bentuk data yang diedit secara sistematis dan 

dianalisis secara kualitatif. Hasil dari survei adalah pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja yang telah bekerja lembur di PT. Adi 

Putra Denpasar tidak dilaksanakan sepenuhnya  sesuai dengan peraturan 

                                                           
7
 Heppy Índah alamsarí. Tínjauan Tentang Status Pekerja Kontrak Berkaítan Dengan 

Perjanjían Kerja Pada Bank Rakyat Índonesía Cabang Karanganyar” Jurnal: Skrípsí, S1 

Program Studí Ílm, Fakultas Hukum Uníversítas Sebelas Maret Surakarta (2010): 

https://core.ac.uk/download/pdf/12352306.pdf 
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yang berlaku. Secara khusus, kerja lembur hingga 5 jam dalam beberapa 

kasus, dan kinerja pekerja yang terlibat dalam produksi produk tidak 

optimal, dan ada kekurangan pekerja.
8 

5. Iqlima Rahmah. 2019. Konsep perlindungan tenaga kerja kontrak dalam 

UU No. 13 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 

perlindungan tenaga kerja kontrak yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 

2003 dan untuk memperjelas pandangan  Islam tentang perlindungan 

hukum tenaga kerja kontrak. Itu diatur dalam undang-undang. Metode 

yang digunakan adalah penyidikan hukum normatif, yaitu penyidikan yang 

dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

studi kepustakaan, yaitu dengan  mengumpulkan data tertulis yang 

diperoleh melalui studi, penelitian dan analisis buku-buku dan referensi 

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dari penyelidikan diketahui, 

pekerja kontrak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 

2003 memiliki enam perlindungan hukum. (1) Tentang kontrak kerja. (2) 

Tentang karyawan wanita. (3) Berkaitan dengan hari raya; Istirahat dan 

hari libur; (4) Tentang hak beribadah. (5) Terkait dengan pendapatan 

pegawai. (6) Tentang pensiun. Kemudian, aturan UU No. 13 Tahun 2003 

mencerminkan terpenuhinya lima hak dasar (adhDharuriyat alkhamsah), 

khususnya perlindungan  jiwa pekerja. Penulis menyarankan  tenaga kerja 

                                                           
8
 Ngurah aldí Ramaputra. “Perlíndungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Melebíhí Batas 

Waktu Kerja Dí PT. adí Putra Denpasar” Jurnal: Skrípsí, SÍ Fakultas Hukum Uníverstítas 

Warmadewa. (2020). 
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untuk mengetahui tentang hukum dan peraturan, atau setidaknya untuk 

memahaminya.
9 

6. Usulan Penelitian atas nama Hamidun, 2021 dengan judul Pelaksanaan 

Ketentuan Jam Kerja Dan Upah Kerja Karyawan Kontrak Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan (Studi 

PT. Pegadaian Dompu). Rumusan Masalah dikemukakan adalah (1) 

karena ketentuan mengenai jam kerja karyawan kontrak diberlakukan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pada PT. Pegadaian Dompu, (2) Pelaksanaan ketentuan 

pengupahan bagi pegawai kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Pegadaian Dompu. 

Metodologi adalah hukum normatif dan empiris Sumber data dan bahan 

hukum diatur, diteliti, didokumentasikan Analisis data dilakukan dengan  

analisis deskriptif kualitatif. 

 

 

 

  

                                                           
9
 Íqlíma Rachmah. “Konsep Perlíndungan Tenaga Kerja Kontrak Dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003” Jurnal: Skrípsí, S1 Program Hukum Ekonomí Syaríah, Fakultas Syarí'ah 

dan HukumUÍN ar-Raníry Banda aceh. (2019). 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptuan dan Formal Tentang Jam Kerja 

1. Pengertian Jam Kerja  

Jam kerja adalah jam kerja yang dapat dilakukan pada siang hari 

dan/atau pada malam hari. Merencanakan pekerjaan di masa depan adalah 

langkah menuju peningkatan manajemen waktu. Jika rencana kerja tidak 

disusun dengan matang, tidak ada indikasi bahwa transaksi yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengelola aktivitas yang 

dilakukan, orang ini dapat menghemat waktu dan tenaga10.  

Analisis jam kerja adalah cara untuk menentukan berapa jam  yang 

telah dihabiskan atau dibutuhkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan 

dalam jumlah waktu tertentu. Jam kerja merupakan bagian paling umum 

yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Waktu karyawan biasanya 

ditentukan oleh manajemen berdasarkan kebutuhan bisnis, peraturan 

pemerintah, dan kemampuan individu karyawan.11  

Kerja temporer (upah per jam) adalah suatu sistem penetapan upah 

yang harus dibayar menurut jangka waktu/periode selama pekerjaan itu 

diselesaikan. B. Per hari, per jam, per minggu, per bulan, dll.12  

Peraturan tentang jam kerja maksimum dan istirahat serta 

kompensasi untuk melebihi peraturan ini. 13  Ada hubungan antara 

                                                           
10

 Basír Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusía Suatu Pendekatan Makro, (Jakarta: Bumí 

aksara, 2012),  hal. 7-8 
11

 Abdul R. Bídíono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Índeks, 2011), hal. 5 
12

 Darmawan, Dení. Dasar-dasar Teknologí Ínformasí dan Komuníkasí, Bandung: Upí Press, 

2013. Hal.525 
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psikologi dan pekerjaan. Pekerjaan tingkat rendah merasa bahwa gaji  

adalah untuk membeli waktu mereka. 14 Namun, manajemen organisasi 

besar berusaha memberikan kebebasan pada pekerjaan bos mereka. 

Metode ini telah ditemukan untuk menciptakan tanggung jawab atas 

tekanan waktu dan memberikan kinerja kerja yang lebih baik. Dukung 

tampilan ini dengan mengaitkannya dengan aplikasi manajemen Anda. 

Sistem file yang bagus dan  tempat untuk menyimpan segala sesuatu yang 

terkait dengannya adalah  cara yang lebih terorganisir. Mengatur kegiatan 

rutin adalah kunci untuk manajemen waktu  yang tepat.15 

2. Pengaturan Jam Kerja 

Rencana waktu untuk jadwal kerja dan jumlah pekerja yang 

dipertahankan termasuk dalam rencana personalia. Saat menentukan 

jadwal kerja, perusahaan terikat oleh Peraturan Perburuhan ILO 

(Organisasi Perburuhan Internasional), yang menyatakan bahwa 

perusahaan harus bekerja 40 jam seminggu. Bank dan kantor lainnya 

bekerja delapan jam sehari libur. Jika waktu (08.00 pukul 16.00) melebihi 

40 jam, maka kelebihan tersebut harus dihitung sebagai lembur (lembur) 

dan hari Sabtu hanya setengah hari. Jumlah staf yang dipekerjakan 

tergantung pada kebutuhan, dan beberapa orang mengikuti permintaan 

pasar atau mempertahankan tenaga kerja yang konstan. Keduanya 

mempengaruhi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan permintaan 

                                                                                                                             
13

 Ghaní, Mohammad a. Sumber Daya Manusía Perkebunan Dalam Perspektíf. Jakarta: 

Ghalía,. 2003. hal. 61 
14

 Su’ud, Hassan. Op.cít. hal. 131 
15

 Íbíd. hal 134 
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produk  cenderung menjadi biaya variabel, dan kebijakan tenaga kerja 

tertentu cenderung menjadi biaya tetap.16 

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya Pasal 77-85, 77 (1) dan UU 13/13. Pada tahun 2003, semua 

pengusaha wajib menegakkan peraturan tentang jam kerja. Ketentuan 

mengenai jam kerja tersebut tertuang dalam Pasal 77 Ayat 2 UU No. 13/2. 

2003, yaitu: 

a. 7 jam kerja sehari, atau 40 jam kerja seminggu, 6 hari kerja seminggu.  

b. 8 jam kerja per hari, atau 40 jam kerja per minggu, 5 hari kerja per 

minggu  

 

Dalam Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh di luar jam kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 (2) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: Ditetapkan tidak boleh.  

a. Tersedia persetujuan pekerja/pekerja terkait  

b. Anda dapat bekerja lembur hingga 3 jam sehari dan hingga 14 jam 

seminggu.  

 

Pasal 79  (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

pengusaha wajib memberikan  istirahat dan hari libur kepada pekerja atau 

pekerja, meliputi: 

a. Setidaknya 30 menit setelah 4 jam jam kerja terus menerus, 

istirahatlah di antara jam kerja. Waktu istirahat  tidak termasuk jam 

kerja  

b. Ambil istirahat 1  hari selama 6  hari kerja dalam seminggu, atau 

istirahat 2  hari selama 5  hari kerja dalam seminggu.  

                                                           
16

 Kosasíh, Sabaríah, Manajemen Operasí Ínternasíonal, Edísí Pertama, Jakarta: Mítra  

Wacana Medía, 2009. hal. 124 
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c. Cuti tahunan, paling lambat 12  hari kerja setelah pegawai/pekerja 

yang bersangkutan bekerja terus menerus selama 12 bulan.  

d. Bagi pegawai/pekerja yang telah bekerja  pada perusahaan yang sama 

selama 6 tahun berturut-turut, istirahat panjang minimal 2 bulan dan 

1 bulan berturut-turut pada tahun ke-7 dan ke-8. Namun, 

karyawan/pekerja tersebut akan didiskualifikasi dari istirahat 

tahunannya untuk tahun kedua berturut-turut dan akan berlaku  

kelipatan  6  tahun jam kerja. 

 

Kriteria penggunaan jam kerja yang efektif adalah sebagai 

berikut.17  

a. Biasakan diri Anda dengan cara efektif menggunakan waktu  

b. Dalam rapat yang diadakan untuk mengambil kesimpulan tentang:  

1) Masalah yang dibahas  

 2) Keputusan yang diambil  

 3) Pembagian tanggung jawab   

c. Kepastian pengambilan keputusan  

d. Gunakan waktu luang Anda untuk mempersiapkan pekerjaan yang 

belum selesai.  

e. Persiapan sebelum kunjungan atau perjalanan  

f. Libatkan pemimpin lokal dalam kegiatan yang Anda lakukan.  

g. Penggunaan sumber daya yang tersedia untuk melakukan pekerjaan  

h. Sesuaikan waktu saat aktivitas dilakukan. 

 

B. Landasan Konseptuan dan Formal Tentang Pengupahan 

1. Pengertian Upah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 30 (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Ketenagakerjaan) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Upah adalah  

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk sebagai 

berikut. Hak Kontrak bagi pekerja/buruh yang ditentukan dan dibayar 

berdasarkan kontrak kerja, perjanjian atau persyaratan perundang-

undangan, termasuk tunjangan untuk pekerjaan dan/atau jasa yang 

                                                           
17

 Su’ud, Hassan. Op.cít. hal. 137 
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dilakukan atau dilakukan terhadap pekerja/pekerja dan keluarganya 

Pembayaran uang sebagai imbalan bagi pedagang atau pemberi. "18 

Menurut Undang-undang Perlindungan Upah Pemerintah Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 1981, “Upah dibayarkan dalam bentuk pembayaran 

yang tetap, dinyatakan, dievaluasi, atau dilaksanakan, atau sedang 

dilakukan oleh pengusaha. Penghasilan dari pekerja/buruh sebagai imbalan 

. Dibayar berdasarkan kontrak kerja antara majikan dan pekerja / pekerja 

dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan, yang merupakan 

miliknya dan miliknya sendiri. Termasuk tunjangan keluarga. "19 

Upah adalah pembayaran 5 yang diterima  atau dianggap karyawan 

saat bekerja, atau kompensasi atas kinerja individu yang dibayar dalam 

bentuk uang.20 

2. Jenis-Jenis Upah 

Jenis kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja sebagaimana 

diatur dalam Pasal 88 ayat (3) undang-undangan ketenagakerjaanadalah:21 

1. Upah minimum.   

2. Uang lembur.  

3. Gaji tidak bekerja karena tidak ada upah.  

4. Tidak ada upah untuk kegiatan selain bekerja.  

5. Upah untuk melaksanakan hak cuti.  

6. Format dan cara pembayaran upah.  

7. Apa yang dapat dihitung dengan upah.  

8. Struktur dan skala upah relatif.  

9. Upah yang dibayarkan oleh pasangan.  

10. Upah untuk perlindungan pajak penghasilan. 

 

                                                           
18

 Marwardí Khaírí, dkk, Hukum Ketenagakerjaan, Yogyakarta: CV. Budí Utama, 2021.hal. 38 
19

 Íbíd. hal. 39 
20

 Íbíd. hal. 38 
21

 Íbíd. hal. 39 
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Upiah dap iat dibeidakan anitara liain:22 

a. Dari segi nilai, upah dibagi menjadi upah nominal dan upah riil. Upah 

nominal adalah jumlah dalam bentuk uang, dan upah riil adalah 

jumlah produk yang dapat dibeli dengan jumlah tersebut. Upah riil ini 

penting bagi pekerja. Karena dengan upah ini, Anda harus 

mendapatkan perbekalan yang cukup untuk hidup bersama keluarga 

Anda. Menaikkan upah nominal tidak ada artinya baginya jika disertai 

atau diikuti dengan kenaikan biaya hidup dalam arti yang seluas-

luasnya. Ketika harga kebutuhan sehari-hari turun, misalnya  produksi 

barang-barang tersebut meningkat, upah pekerja naik, meskipun 

jumlah yang diterima dari majikan  sama seperti sebelumnya. Di sisi 

lain, kenaikan biaya hidup selalu berarti  upah yang lebih rendah bagi 

pekerja.  

b. Secara formal, ada perbedaan antara upah berupa uang dan upah 

berupa barang. Untuk upah berupa uang, KUHPerdata mengatur 

bahwa pembayaran harus dilakukan dalam mata uang  Indonesia,  

rupiah. Upah dalam uang bisa diatur dalam mata uang asing, tetapi di 

Indonesia. Dalam hal ini akan dihitung berdasarkan jumlah (kurs) 

pada waktu dan tempat pembayaran. Upah dapat berupa barang  

berupa makanan, pengobatan, perawatan jangka panjang, transportasi, 

perumahan, jasa, dan sebagainya. 

 

3. Sistem Pengupahan 

Tergantung pada penentuan upah, ada sistem upah yang meliputi:23 

a. Sistem waktu. Menurut sistem pengupahan ini, upah ditentukan 

berdasarkan waktu karyawan bekerja. Upah per jam, upah kerja harian,  

upah mingguan,  upah bulanan, dll ditampilkan.  

b. Sistem tarif diskon. Sistem upah yang didiskon ini sering digunakan 

sebagai pengganti istilah sistem upah ketika hasil kerja tidak 

memuaskan. Sistem kompensasi ini tidak tersedia untuk semua 

perusahaan, karena upah ini hanya dapat ditentukan jika  pekerjaan 

dapat diukur menurut kriteria tertentu seperti jumlah pekerjaan, berat, 

luas total, dll.  

c. Sistem upah konsensus. Sistem pengupahan ini pada dasarnya 

merupakan upah yang didiskontokan, yaitu upah atas hasil pekerjaan 

tertentu seperti pembangunan jalan, bongkar muat, pengangkutan 
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 Íbíd. hal. 39 
23
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barang, tetapi upah tersebut bukan pekerja perseorangan melainkan 

sekelompok pekerja yang ditugaskan. dibayar. Bekerja sama.  

d. Sistem tarif berubah. Dalam sistem perundingan bersama yang berubah 

ini, terdapat korelasi antara upah dan harga jual kinerja perusahaan. 

Jenis imbalan ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang harga barang 

produksinya sebagian besar atau seluruhnya bergantung pada harga 

pasar luar negeri. Upah berfluktuasi sesuai dengan naik turunnya harga 

jual produk perusahaan.  

e. Upah yang berfluktuasi seiring naik turunnya  indeks biaya hidup 

disebut upah indeks. Kenaikan dan penurunan upah ini tidak 

mempengaruhi nilai upah yang sebenarnya.  

f. Sistem bagi hasil. Selain upah yang diterima pekerja pada waktu 

tertentu, jika majikan ternyata mendapat untung yang cukup besar pada 

akhir tahun, sebagian dari laba itu akan dibayarkan kepada pekerja. 

 

4. Teori-Teori Upah 

Ada beberapa teori tentang upah ini:
24

  

a. Teori upah hukum alam 

Menurut teori ini, upah ditetapkan berdasarkan biaya yang diperlukan 

untuk memelihara atau memulihkan tenaga kerja yang dipekerjakan 

oleh sesuatu  agar dapat terus digunakan dalam proses produksi. Teori 

yang diturunkan dari majikan ini adalah upah  yang  cukup untuk 

menghidupi para pekerja. Sering dikatakan bahwa jumlah tersebut 

cukup untuk mencegah kematian pekerja. Menurut Ricardo, upah ini 

tunduk pada hukum alam yang tidak berubah. 

b. Teori undang-undang upah besi 

Teori ini dikemukakan oleh Lassale. Menurut teori upah  David 

Ricardo yang biasa di atas, hanya  majikan yang menang. Karena 
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ketika teori ini diadopsi, pengusaha dapat dengan mudah mengatakan 

bahwa mereka hanya memiliki kemampuan untuk memikirkan betapa 

sulitnya bagi karyawannya. Oleh karena itu, menurut teori ini, pekerja 

harus berusaha melawannya agar dapat menjalani kehidupan yang 

sukses. 

c. Teori persediaan upah atau teori dana upah 

Menurut Stuart Mill Senior, ketika sebuah perusahaan membayar 

upah, sudah ada jumlah tertentu. Dana upah ini merupakan bagian dari 

biaya produksi  masyarakat  yang ditujukan untuk membayar upah. 

Dan gaji dibayar di muka oleh majikan. Bagilah total upah khusus ini 

dengan jumlah perburuan untuk mendapatkan upah rata-rata pekerja. 

Upah rata-rata ini hanya akan meningkat jika penawaran upah 

meningkat atau jumlah pekerja berkurang. 

d. Teori upah etika 

Kelompok agama yang sangat peduli dengan nasib buruh ingin 

melihat upah  dari sudut pandang etis. Artinya upah  harus menjamin 

kehidupan yang baik bagi pekerja dan keluarganya. Keputusan upah 

harus didasarkan pada jumlah  keluarga pekerja. 

e. Teori upah sosial 

Teori ini  tidak lagi didasarkan pada upah pada produktivitas kerja, 

tetapi pada negara-negara sosialis yang hanya didasarkan pada 

kebutuhan pekerja. Semua pekerja perlu diproduksi sesuai dengan 

keterampilan mereka dan dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. 
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5. Kebijakan Pengupahan 

Sebagai aturan umum, upah dibayarkan hanya ketika karyawan 

mulai bekerja. Prinsip ini dikenal sebagai pengangguran dan tidak dibayar. 

Berbeda dengan tunjangan pengangguran, pengusaha  wajib membayar 

upah dalam kasus tertentu jika pekerja tidak mulai bekerja karena alasan 

tertentu.25 

a. Pegawai/pegawai yang sakit tidak dapat bekerja karena bukan  akibat 

kecelakaan kerja. Penyakit tersebut harus dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter.  

b. Pekerja perempuan yang sakit saat menstruasi dan memberitahu 

majikannya bahwa ia tidak dapat bekerja pada hari pertama dan  kedua 

menstruasi.  

c. Perkawinan, perkawinan, ritual, pembaptisan anak, pekerja/pekerja 

yang istrinya melahirkan atau menggugurkan kandungan anak, suami 

atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau menantu atau  

keluarga meninggal dalam  rumah  yang sama . 

d. Pekerja/pekerja yang berhalangan melaksanakan tugasnya karena 

kewajiban pemerintah tetapi tidak melebihi satu tahun.   

e. Pekerja/pekerja yang berhalangan bekerja karena telah memenuhi 

kewajiban agamanya.  

f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan, tetapi 

majikan tidak mempekerjakannya karena kelalaiannya sendiri atau 

halangan yang harus dihindari oleh majikan.  

g. Pekerja memanfaatkan hak mereka untuk beristirahat.  

h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh 

dengan persetujuan majikannya. Pekerja mengemban misi pendidikan  

perusahaan. 

 

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan upah pekerja:26 

a. Dalam bidang pengupahan dan pekerja pada umumnya terdapat 

berbagai pengertian dan manfaat yang berkaitan dengan pengupahan. 

Semakin tinggi upah pekerja, semakin rendah bagian keuntungan 
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pengusaha, sehingga upah dapat dilihat sebagai beban pengusaha. Apa 

pun yang dibelanjakan majikan sehubungan dengan pekerjaan 

seseorang dianggap sebagai bagian dari upah. Pekerja dan 

keluarganya, di sisi lain, cenderung melihat upah hanya sebagai 

pembayaran moneter. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya sedikit 

pengusaha yang secara sadar dan sukarela berusaha meningkatkan 

kesejahteraan karyawan. Pekerja, di sisi lain, terus-menerus menuntut 

upah yang lebih tinggi dan berbagai biaya upah insidental melalui 

serikat pekerja, mengundang intervensi negara. J Jika permintaan ini 

tidak sesuai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengusaha  

mengurangi input tenaga kerja dengan  menggunakan teknologi yang 

lebih padat modal untuk mengurangi produksi, menaikkan harga jual 

barang dan mendorong inflasi.  

b. Berkaitan dengan keragaman sistem pengupahan. Proporsi sebagian 

upah dalam bentuk natura dan fringe benerfit cukup besar, dan 

besarnya tidak seragam antara perusahaanperusahaan. Oleh karena itu 

sering ditemukan kesulitan dalam perumusan kebijakan nasional, 

misalnya dalam hal menentukan pajak pendapatan, upah minimum, 

upah lembur, dll.   

c. Rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat. Rendahnya 

tingkat upah ini disebabkan tingkat kemampuan manajemen yang 

rendah sehingga menimbulkan berbagai macam terobosan dana, 

sumber dan waktu. Juga, tingkat upah yang rendah disebabkan oleh 

produktivitas tenaga kerja yang rendah. Karena rendahnya 

produktivitas karyawan, pengusaha bahkan memberikan imbalan kecil.  

d. Tingkat upah dapat bervariasi tergantung pada efisiensi dan 

manajemen perusahaan. Semakin efektif suatu perusahaan, semakin 

efisien  penggunaan faktor-faktor produksinya secara lebih efisien, dan 

semakin tinggi upah yang dapat dibayarkan kepada para pekerjanya.  

e. Perbedaan dalam kemampuan dan kekuatan serikat pekerja dapat 

menyebabkan tingkat upah yang berbeda. Dari sudut pandang 

pembenaran rasional, serikat pekerja yang kuat  biasanya berusaha 

menaikkan upah.  

f. Harga dapat berubah karena kekurangan. Semakin langka tenaga kerja 

dengan keterampilan tertentu semakin tinggi upah yang ditawarkan 

pengusaha.  

g. Besar kecilnya risi koatau kemungkinan mendapatkan kecelakaan di 

lingkungsn pekeraan. Semakin tinggi mendapat risiko semakin tinggi 

tingkat upah. Yang terakhir perbedaan tingkat upah dapat terjadi 
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karena pemerintah campur tangan seperti dalam menentukan upah 

minimun yang berbeda. 

 

Sebagaimana diketahui, keragaman sistem pengupahan menentukan 

jumlah tingkat upah. , K Ada perbedaan tertentu dalam menentukan upah 

minimum. Kebijakan sektor dan daerah didasarkan pada pilihan 

daerah/daerah serta sektor ekonomi yang potensial, dengan memperhatikan 

beberapa aspek yang berpengaruh, antara lain:27 

a. Aspek kondisi perusahaan 

Melalui aspek ini dapat diperoleh standar UKM, Menengah dan Besar 

baik dalam satu industri atau wilayah/wilayah maupun industri atau 

wilayah/wilayah yang berbeda. Kriteria ini mempengaruhi solvabilitas 

perusahaan yang tidak merata. Itu tergantung pada tingkat modal dan 

operasi masing-masing perusahaan, dan produktivitas produksi dan 

tenaga kerja. 

b. Aspek keterampilan tenaga kerja 

Produktivitas dan perolehan produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan 

oleh kemampuan personel perusahaan pada angkatan kerja bawah, tenaga 

terampil dan tingkat atas, yang dapat menjadi tenaga  penggerak tenaga 

kerja, baik manajer. Akan dilakukan. Menjadi sesuatu yang menuntun 

mereka untuk bekerja secara produktif. Tenaga kerja merupakan modal 

dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan 

jika dapat digunakan secara efektif dan efisien. Tenaga kerja perusahaan 

dan tingkat keterampilan kepemimpinan manajemen memainkan peran 
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penting dalam mengubah perusahaan menjadi negara yang  lebih baik 

dan lebih canggih. Kondisi ini berdampak positif pada upaya peningkatan 

kesejahteraan pekerja melalui pemberian upah yang lebih tinggi dan 

jaminan sosial lainnya. 

c. Aspek standar hidup 

Naiknya tingkat upah pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh lokasi 

perusahaan dan kualifikasi tenaga kerja, tetapi juga oleh wilayah di mana 

perusahaan berada dan standar hidup di daerah tersebut. Standar hidup di  

perkotaan biasanya lebih tinggi daripada di  pedesaan. Kenaikan tingkat 

upah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dasar pekerja yang terlibat, 

tetapi juga pada tingkat pembangunan ekonomi dan sosial di suatu 

wilayah/wilayah tertentu. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup 

sandang, pangan dan papan, tetapi juga pendidikan, kesehatan dan 

jaminan sosial. 

d. Aspek jenis pekerjaan 

Perbedaan sifat pekerjaan ini menyebabkan tingkat upah yang berbeda 

baik di sektor yang sama maupun  sektor yang berbeda. Tingkat upah 

industri tidak sama dengan tingkat upah pertanian atau tingkat upah  

industri perhotelan. Misalnya, tingkat upah industri tembakau dan 

pemintalan  tidak sama dengan tingkat upah. Dalam industri mesin, dll. 

Sifat aspek pekerjaan sangat penting, karena mengambil pekerjaan dapat 

membantu memenuhi kebutuhan dasar pekerja yang terlibat. 

Meningkatkan tingkat jenis pekerjaan membantu meningkatkan standar 
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hidup karena pekerja menerima upah yang lebih tinggi untuk pekerjaan 

mereka. Perundingan bersama diperlukan oleh bisnis ketika 

menegosiasikan penyelesaian upah yang melibatkan serikat pekerja 

sebagai mitra setara dengan majikan mereka. Peningkatan upah yang 

dinegosiasikan antara karyawan dan majikan biasanya berhasil 

meningkatkan produktivitas. 

C. Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 (14) UU Ketenagakerjaan 

2003 disebutkan dalam Kontrak Kerja, “Perjanjian antara Pekerja/Pekerja 

dengan Majikan.” Sebagai aturan umum, kontrak kerja hanya 

ditandatangani oleh majikan dan pekerja atau pekerja tidak terampil. 

Perjanjian tersebut sepenuhnya antara kedua belah pihak, majikan atau 

majikan dan pekerja atau pekerja. Jika salah satu  pihak tidak setuju, 

aturan tidak memiliki kontrak kerja. Hal ini karena aturan tersebut cukup 

untuk mengatur pelaksanaan kontrak kerja jika kedua belah pihak setuju 

sepenuhnya tanpa  paksaan. Kontrak kerja dapat dibuat  secara tertulis atau 

lisan. Kontrak kerja  tertulis atau lisan harus dibuat sesuai dengan hukum.  

Secara hukum hubungan kerja menurut Pasal  13 Ayat 15 UU 

Ketenagakerjaan 2003 adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan kontrak kerja yang meliputi unsur tenaga kerja,  

upah, dan tenaga kerja. Berdasarkan pengertian di atas, jika kontrak kerja 

dan hubungan kerja dipastikan memiliki hubungan maka akan terjalin 
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hubungan kerja  antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja/pekerja.  

Definisi ini berarti bahwa: Hubungan kerja antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh didasarkan pada kontrak kerja  yang memuat unsur pekerja, 

upah, dan ketertiban. Dari pengertian tersebut, hubungan kerja timbul 

setelah adanya kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Meliputi 

pekerja/buruh, unsur pekerja, upah dan perintah. 

Menurut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 50 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan tahun 2003, hubungan kerja adalah “hubungan yang 

terjalin karena adanya kontrak kerja antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh”. Pasal 51  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa “kontrak kerja dapat dilakukan 

secara tertulis atau lisan”, tetapi hubungan kerja tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Kontrak adalah peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Unsur pokok Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan adalah:  

a. Perjanjian:  

b. Antara seorang pekerja atau pekerja dan seorang majikan atau majikan.  

c. Meliputi kondisi kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

 

Selain faktor-faktor di atas, ada  empat faktor lain yang harus 

dipenuhi ketika membuat kontrak kerja yang menetapkan hubungan 

hukum antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/pekerja. 

Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa  hubungan kerja  tidak 

dapat dipisahkan dari kontrak kerja karena syarat-syarat hubungan kerja 

harus mencakup kontrak kerja. Unsur-unsur ketenagakerjaan adalah: 
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a. Jika pekerjaan itu merupakan bagian dari suatu pekerjaan atau bagian 

dari suatu hubungan kerja, maka harus ada kegiatan yang disepakati 

(tunduk pada kesepakatan). Pekerjaan itu harus dilakukan  oleh 

karyawan itu sendiri, tetapi orang lain hanya dapat memesan dengan 

izin dari majikan. Pada dasarnya jenis pekerjaan seorang pegawai 

sangat bersifat pribadi karena berkaitan langsung  dengan keterampilan 

dan keahlian, dan menurut undang-undang, jika seorang pegawai 

meninggal dunia, maka kontrak kerja dihentikan demi hukum.28 

b. Adanya  perintah atau unsur perintah. Wujud dari pekerjaan yang 

diberikan oleh pengusaha kepada pekerja  adalah pekerja yang 

bersangkutan harus mengikuti perintah pengusaha agar dapat 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini 

membedakan hubungan kerja dengan hubungan lainnya. Pada 

dasarnya, jika Anda tidak memiliki pesanan, Anda tidak memiliki 

kontrak kerja, jadi pesanan memainkan peran besar. Adanya unsur 

keteraturan ini membuat kedudukan kedua belah pihak menjadi tidak 

seimbang, dan bila para pihak tidak seimbang maka terjadi subordinasi 

dan juga adanya kontrak kerja.29 

c. Upah dan keberadaan upah memegang peranan penting dalam 

hubungan kerja (kontrak kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan 

utama pegawai bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh 

upah. Oleh karena itu, jika tidak ada faktor gaji, maka  hubungan 

tersebut bukanlah hubungan kerja.30 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

Kontrak kerja harus memenuhi persyaratan hukum kontrak yang 

ditetapkan dalam Pasal 13, Pasal 52  (1) Undang-Undang Angkatan Kerja 

Tahun 2003, dan kontrak kerja harus diselesaikan sesuai dengan hal-hal 

berikut.31 

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak Kesepakatan antara kedua belah 

pihak, yang biasa disebut dengan kesepakatan, berarti bahwa orang 
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yang mengikatkan diri harus menyepakati apa yang  harus disepakati 

oleh para pihak dalam kontrak kerja. Apa yang diinginkan seseorang, 

apa yang diinginkan orang lain. Karyawan menerima pekerjaan yang 

diberikan dan majikan menerima karyawan yang akan dipekerjakan. 

Dengan kata lain, tidak ada unsur dwang, dwaling, atau bedrog dalam 

kesepakatan salah satu pihak.  

b. Kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Kemampuan atau kesanggupan kedua belah pihak untuk mencapai 

kesepakatan berarti pekerja dan majikan dapat mencapai kesepakatan. 

Jika orang yang bersangkutan  cukup tua, dia dianggap kompeten 

secara kontrak. Ketentuan UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa 

usia minimum seseorang yang dapat membuat kontrak kerja adalah 18 

tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 1  (26) UU 

Ketenagakerjaan tahun 2003. Pasal 69 Tahun 2003 Undang-Undang 

Nomor 13  tentang Ketenagakerjaan merupakan pengecualian bagi 

anak-anak yang berumur antara 13 dan 15 tahun yang melakukan 

pekerjaan ringan, kecuali jika pekerjaan tersebut mengganggu 

perkembangan  fisik, mental, sosial, dan kesehatannya. Selain itu, jika 

orang tersebut bukan wali, yaitu tidak mengalami gangguan jiwa/sehat, 

orang tersebut dianggap memenuhi syarat untuk kontrak kerja.  

c. Adanya Pekerjaan yang Dijanjikan Adanya pekerjaan yang disepakati, 

yaitu suatu hal yang telah disepakati. Pekerjaan yang diperjanjikan 

merupakan pokok dari suatu kontrak kerja antara pemberi 

kerja/majikan dengan pekerja/karyawan, yang akibat hukumnya 

membawa hak dan kewajiban para pihak.  

d. Pekerjaan kontrak tidak boleh melanggar ketertiban dan kesusilaan 

umum, kesusilaan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Keempat kondisi kerja tersebut bersifat kumulatif. Artinya, semua 

itu harus dipenuhi sebelum akad dapat dikatakan  sah. Kondisi kehendak 

bebas kedua belah pihak, dan kemampuan atau kemampuan kedua belah 

pihak untuk mencapai kesepakatan, merupakan persyaratan yang cukup 

subjektif karena berkaitan dengan orang yang membuat perjanjian. Syarat-

syarat hukum mengenai pekerjaan yang diperjanjikan dan adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan itu harus sah, disebut syarat-syarat objektif, 
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karena tunduk pada kontrak. Jika kondisi objektif tidak terpenuhi, kontrak 

akan batal. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa kontrak tidak ada sejak 

awal. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, pihak yang dengan sukarela 

setuju atau orang tua/wali  yang tidak setuju dapat mengajukan 

permohonan kepada hakim untuk membatalkan kontrak. Oleh karena itu, 

kontrak memiliki kekuatan hukum kecuali dibatalkan oleh hakim.32 

3. Bentuk Perjanjian Kerja 

Sebagai aturan umum, perjanjian kerja dibuat secara tertulis, tetapi 

juga dimungkinkan untuk membuat perjanjian kerja lisan dengan 

mempertimbangkan berbagai keadaan di wilayah tersebut. Perjanjian kerja  

tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

seperti perjanjian kerja terbatas waktu, perjanjian kerja antardaerah, 

perjanjian perburuhan internasional, dan perjanjian kerja maritim.33 

Mengenai bentuk kontrak kerja, ketentuan berikut diatur berdasarkan Pasal 

51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.  

1) Kontrak kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  

2) Kontrak kerja yang disyaratkan secara tertulis dibuat sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kontrak kerja  tertulis biasanya menjamin kepastian tentang hak 

dan kewajiban para pihak dan sangat berguna jika terjadi perselisihan  

dalam proses pembuktian. Namun sebagai aturan umum, tidak dapat 

dipungkiri  banyak perusahaan yang belum atau belum menandatangani 
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perjanjian kerja  tertulis  karena kekurangan atau penyebaran sumber daya 

manusia, dan telah menandatangani perjanjian kerja lisan berdasarkan 

kepercayaan mereka. Berdasarkan ketentuan  Pasal 54 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dinyatakan 

sebagai berikut.  

Kontrak kerja  tertulis paling sedikit meliputi:  

a. Nama, alamat perusahaan, industri.  

b. Nama pekerja, jenis kelamin, usia, alamat.  

c. Lokasi atau jenis pekerjaan;  

d. Tempat Kerja;  

e. Besaran gaji dan cara pembayaran.  

f. Kondisi kerja, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.  

g. Awal dan durasi pekerjaan.  

h. Lokasi dan tanggal kontrak kerja ditandatangani  

i. Tanda tangan para pihak dalam kontrak kerja. 

 

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan 

f ayat (1) merupakan peraturan perusahaan, perjanjian  bersama, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. seharusnya tidak ada 

inkonsistensi. Ketentuan substantif pasal tersebut “konsisten” dalam ayat 

ini, artinya apabila  perusahaan telah memiliki peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama, maka isi kontrak kerja akan rendah, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. dari peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama dari perusahaan terkait. Pemenuhan kontrak kerja  tertulis 

mengandung ketentuan yang tidak boleh dilupakan.34 
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a. Tanggal penandatanganan kontrak.  

b. Tanggal yang menunjukkan dimulainya kontrak. Juga dikenal sebagai 

tanggal lahir kontrak.  

c. Tanggal pelaksanaan komitmen yang dihasilkan dari kontrak.  

d. Tanggal kedaluwarsa kontrak;  

e. Tanggal penyelesaian pesanan yang ditentukan dalam kontrak 

 

Oleh karena itu, melihat kontrak kerja  tertulis lebih memberikan  

kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 

4. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 

Para pihak dalam kontrak kerja disebut badan hukum karena 

mereka diberi hak dan kewajiban. Menurut definisi, para pihak dalam 

kontrak kerja adalah pemberi kerja/karyawan dan pekerja/pekerja. Namun 

demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam undang-undang 

ketenagakerjaan sangat luas, tergantung perkembangannya, yaitu tidak 

hanya pengusaha/pengusaha dan karyawan/karyawan, tetapi  juga pihak 

lain. Derajat kedudukan pihak-pihak tersebut ketika berinteraksi satu sama 

lain  sesuai dengan kedudukannya dalam produksi barang dan/atau jasa. 

a. Pekerja atau Buruh 

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1  (3) KUHP 2003, pekerja 

atau pekerja adalah orang yang  menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Ini berbeda dengan definisi ketenagakerjaan, seperti yang 

Anda lihat dari undang-undang perburuhan. Pengertian angkatan kerja 

didasarkan pada ketentuan Pasal 13, Pasal 1  (2) UU Ketenagakerjaan 

2003. H. Seseorang yang dapat melakukan pekerjaan untuk 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhannya maupun  

masyarakat.  
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Ada dua komponen untuk pemahaman ini. Yaitu, unsur pekerja 

dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada 

dasarnya perbedaan itu terletak pada kenyataan bahwa hubungan 

hukum dan peraturan yang mengaturnya juga berbeda. Bagi 

pekerja/buruh, hubungan hukum dengan majikan bersifat perdata. 

Dengan kata lain disimpulkan antara para pihak dalam kedudukan 

KUHPerdata. Hubungan hukum antara para pihak  diatur tidak hanya 

oleh kontrak kerja yang ditandatangani (hukum otonomi), tetapi juga 

oleh peraturan perundang-undangan dari lembaga/lembaga yang 

berwenang  (hukum heteronomik).  

Pegawai/pekerja adalah sumber daya manusia yang melakukan 

hubungan kerja atas nama pemberi kerja (orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, atau lembaga lain), yaitu bagian dari 

pekerjaan dan  dalam pekerjaan yang terkait atau  dalam bentuk lain. 

Dengan kata lain, seorang pekerja digambarkan sebagai 

pekerja/pekerja jika ia bekerja atas nama orang lain dalam suatu 

hubungan kerja  dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Istilah pekerja/buruh sebenarnya secara hukum sama, sehingga 

tidak ada perbedaan antara keduanya. Kedua pengertian tersebut 

digunakan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan 

digabungkan dengan “pekerja/pekerja” dan termasuk dalam UU No. 21 
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Tahun 2000 yang telah diatur sebelumnya. Sesuai dengan istilah 

tersebut.35 

b. Pemberi Kerja atau Pengusaha  

Menurut ketentuan Pasal 13, Pasal 1  (5) KUHP 2003, 

pengusaha adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan usahanya sendiri.  

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

mandiri menjalankan bisnis yang bukan miliknya.  

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

bertempat tinggal di Indonesia  dan mempunyai kantor pendaftaran 

di luar Indonesia atas nama badan-badan tersebut pada huruf a) dan 

b). 

 

 Berdasarkan pengertian wirausahawan dapat diartikan sebagai 

berikut:  

a. Orang perseorangan adalah orang perseorangan yang memimpin 

atau mengendalikan usaha suatu perusahaan. Kemitraan  

b. Bentuk bisnis non-korporat, baik untuk keuntungan atau tidak.  

c. Badan hukum (korporasi) adalah badan hukum yang menurut 

hukum dianggap perseorangan, dapat memiliki harta kekayaan 

sendiri-sendiri, mempunyai hak dan kewajiban hukum, serta 

memelihara hubungan hukum dengan pihak lain. 

 

Pada dasarnya wirausahawan adalah orang yang menjalankan 

suatu usaha, baik itu usaha sendiri maupun bukan. Secara umum istilah 

wirausaha berarti orang yang menjalankan suatu usaha (wirausaha). 

Artinya, majikan/majikan adalah majikan. H. Orang perseorangan atau 

badan hukum yang mempekerjakan pegawai/pekerja. Sebagai pemberi 

kerja, kontraktor adalah pemberi kerja yang berhubungan dengan 
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pekerja/karyawan. Dalam kedudukan lain, pengusaha yang 

menjalankan usaha lain adalah pekerja/buruh yang menjalin hubungan 

dengan pemberi kerja atau pemegang saham karena ia bekerja untuk 

mendapatkan upah dan imbalan lainnya.36 

5. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Ketentuan tertentu tentang bagaimana pemutusan hubungan kerja 

pada umumnya  diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. 

Berdasarkan  Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja diatur dalam hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Pekerja meninggal.  

b. Berakhirnya kontrak kerja;  

c. Telah ada putusan pengadilan dan/atau telah menjadi putusan atau 

putusan badan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang bersifat 

final dan tetap.  

d. Adanya keadaan atau peristiwa tertentu yang terdapat dalam kontrak 

kerja, peraturan perusahaan, atau kontrak kerja bersama yang dapat 

mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.  

 

Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

tahun 2003  mengatur hal dimana salah satu pihak memutuskan hubungan 

kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak 

kerja untuk jangka waktu tertentu atau sebelum berakhirnya hubungan 

kerja. .meningkat. Menurut ketentuan  Pasal 61 (1), pada dasarnya pihak 

yang memutuskan hubungan kerja wajib membayar  kepada pihak lain 

imbalan yang sama dengan upah pekerja/buruh sampai dengan pemutusan 

kontrak kerja. 
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D. Pekerja dan Pekerja Kontrak 

1. Pengertian Pekerja 

Istilah tenaga kerja telah digunakan sejak lama dan sangat populer 

dalam dunia kerja dan ketenagakerjaan sejak zaman penjajahan Belanda  

karena adanya peraturan perundang-undangan yang lama sebelum adanya 

Undang-Undang Angkatan Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Di zaman 

penjajahan Belanda, pekerjaan berarti pekerja yang tidak terampil, seperti 

pekerja keras atau pengrajin, dan pekerjaannya adalah melakukan 

pekerjaan sederhana. Di sisi lain, orang yang bekerja di dalam ruangan, 

seperti B. kantor pemerintah atau swasta, disebut juru tulis atau juru tulis. 

Perbedaan ini berimbas pada  perlakuan diskriminatif dan hak-hak 

pemerintah Belanda, yang tak lepas dari upaya memecah belah kaum 

Aborigin.37 

Setelah Indonesia merdeka, kita tidak lagi mengenal  istilah pekerja 

lunak dan pekerja tidak terampil. Karena bagi orang lain dan badan 

hukum, semua orang yang bekerja di sektor swasta sama-sama disebut 

pekerja. Perkembangan pada Konvensi II Federasi Buruh Seluruh 

Indonesia tahun 1985, atau pemerintah disingkat FBSI, menggunakan 

istilah pekerja karena  istilah pekerja cenderung merujuk pada suatu 

kelompok yang selalu mendapat tekanan dari pihak lain. istilah orang. 

Artinya, majikan. 
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Namun, di era orde baru, istilah pekerja dilanggar oleh pemerintah, 

sehingga banyak pekerja yang  trauma dengan istilah tersebut. Oleh karena 

itu, dua istilah tersebut disandingkan untuk mencerminkan kepentingan 

buruh dan pemerintah. Pekerja masa kini tidak sama dengan pekerja masa 

lalu yang  bekerja di departemen non-reguler seperti kuli dan pengrajin, 

serta di departemen reguler seperti hotel, bank, dan supermarket. Itu 

karena lebih mungkin disebut pekerja jangka. 

Pasal 1 (3) UiU Ketenagakeirjaan mendefinisikan pekerja sebagai 

"seseorang yang bekerja untuk upah atau imbalan lain". Definisi ini cukup 

umum, tetapi memiliki arti yang lebih luas karena mencakup  orang yang 

bekerja untuk siapa saja dengan menerima segala macam upah dan 

imbalan, termasuk individu, persekutuan, dan korporasi. Beberapa pekerja 

menerima tunjangan dalam bentuk barang, tetapi upah ditentukan dalam 

bentuk uang, sehingga beberapa bentuk kompensasi perlu dikonfirmasi. 

2. Pengertian Pekerja Kontrak 

Pekerja kontrak sering secara hukum disebut sebagai "pekerja 

PKWT". Artinya, seorang pekerja yang memiliki kontrak kerja sementara 

tertentu. Yang disebut pekerja kontrak  bekerja menurut sistem PKWT 

(perjanjian kerja jam tertentu). Dasar hukum untuk pekerja atau karyawan 

yang dikirim dengan kontrak kerja sementara tertentu diatur dalam bagian 

56, 57, 58, dan 59 dari Kode Perburuhan. 

Pasal 56  (1) KUHP mengatur bahwa kontrak kerja dibagi menjadi 

dua jenis: kontrak kerja waktu tetap dan kontrak kerja tidak tetap. Pekerja 
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tidak tetap atau pegawai dengan kontrak kerja waktu tertentu sebenarnya 

memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  

(1) ArbG dalam melaksanakan pekerjaannya. Artinya, jenis pekerjaan 

harus bersifat lengkap atau sementara. Pengerjaannya tidak lama dan 

diperkirakan paling lama 3 tahun. Selain itu, pekerjaan  pekerja kontrak 

harus bersifat musiman, bukan permanen, dan pekerjaan harus terkait 

dengan produk atau kegiatan baru yang masih dalam tahap percontohan 

atau eksplorasi.38 

Kontrak kerja bagi pegawai PKWT dapat diperpanjang atau 

diperbarui. Namun, ada batas waktu. Kontrak kerja berlaku sampai dengan 

2 tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali sampai dengan 1 tahun. 

Anda juga dapat memperpanjang kontrak kerja untuk  jangka waktu  

tertentu atas permintaan perusahaan. Jangka waktu perpanjangan 

maksimal untuk PKWT adalah 2 tahun dan hanya dapat dilakukan satu 

kali. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59, Paragraf 3, 4 dan 6 dari Kode 

Perburuhan. 

Ketentuan Umum PKWT Berdasarkan Peraturan Menteri Sumber 

Daya Manusia dan Imigrasi Republik Indonesia: KEP.100/MEN/VI/2004 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sementara Tertentu, yang 

selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sementara Tertentu, PKWT Kontrak 

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja bagi pekerja tertentu dalam jangka waktu  tertentu. Oleh 
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karena itu, pekerja kontrak dapat didefinisikan sebagai pekerja dengan 

jabatan sementara yang sah, dengan kata lain pekerja yang bekerja hanya 

untuk waktu yang terbatas berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan 

pemberi kerja. Pekerja kontrak sering disebut secara hukum sebagai 

“pekerja PKWT” atau pekerja dengan kontrak kerja sementara tertentu. 

3. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak 

Pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan yang mengatur 

tentang hak dan kewajiban antara seorang pekerja/karyawan dengan 

pemberi kerja. Para karyawan perusahaan bermitra dalam bidang produksi, 

sehingga keduanya memiliki kewajiban untuk berbagi tanggung jawab. 39  

Ruang lingkup hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang. 

Hak adalah kepentingan yang dilindungi undang-undang. Dalam hubungan 

kerja, kewajiban para pihak bersifat timbal balik. Artinya, kewajiban 

pengusaha adalah hak pekerja/buruh, dan sebaliknya kewajiban 

pekerja/pekerja adalah hak pengusaha. 

Karyawan memiliki hak-hak dasar yang diatur oleh Undang-

Undang Ketenagakerjiaan. 40 

1. Hak atas perlindungan Semua pekerja berhak untuk melindungi 

kesehatan dan keselamatan  kerja, moral dan martabat serta untuk 

mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 

86 KUHP.  

2. Hak atas Kesempatan yang Sama dan Perlakuan yang Sama Semua 

pekerjaan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

mendapatkan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode 

Perburuhan. Menurut Pasal 6 KUHP, semua pekerja/buruh berhak 
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diperlakukan sama tanpa diskriminasi oleh majikannya. Hak atas 

kesempatan yang sama dan kesempatan yang sama juga diatur dalam 

Pasal 28D  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Artinya pengusaha harus memberikan kesempatan yang 

sama dan kesempatan yang sama kepada pekerja tanpa membeda-

bedakan pekerja laki-laki dan  perempuan. ..  

3. Hak  istirahat dan liburan Hak istirahat dan liburan mempengaruhi 

produktivitas karyawan perusahaan. Masa istirahat dan liburan 

dimaksudkan untuk memulihkan kesegaran dan kesehatan  fisik, 

mental dan sosial pekerja atau pekerja. Masa istirahat dan hari libur 

diatur oleh 79-84 dari Kode Perburuhan.  

4. Hak  Upah yang Layak Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa semua 

pekerja/buruh berhak atas penghasilan yang menjamin penghidupan 

yang layak bagi umat manusia. Saat menetapkan upah, pemberi kerja 

tidak boleh membeda-bedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan 

untuk pekerjaan dengan nilai yang sama.  

5. Hak-Hak Dasar Pekerja atas Asuransi Sosial Hak-hak atas asuransi 

sosial diatur dalam Pasal 99 Kode Perburuhan. Hak atas jaminan sosial 

juga diatur dalam Pasal 28 Ayat H (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya  Pasal 1 Ayat 1 Jaminan 

Sosial dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1992 

menegaskan bahwa: Kecelakaan kerja, sakit, hamil, melahirkan, hari 

tua dan kematian.”  

6. Hak  Membentuk Serikat Pekerja Semua pekerja berhak membentuk 

serikat pekerja/serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja 

sesuai dengan ketentuan Pasal 104  (1) Kode Perburuhan. Pengertian 

serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 (17) Kode 

Perburuhan. Artinya, “serikat buruh/serikat buruh adalah organisasi 

yang bebas dan terbuka yang dibentuk oleh pekerja/buruh di dalam dan  

di luar perusahaan. Yang mandiri, demokratis, memperjuangkan hak 

dan kepentingan pekerja/buruh, Bertanggung jawab mengadvokasi, 

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.” 

7. Hak Pokok Mogok Kerja mogok kerja adalah hubungan bisnis-buruh, 

kerukunan hubungan buruh-manajemen, kemasyarakatan, merupakan 

salah satu masalah yang dapat mengganggu kerukunan hidup. Karena 

berdampak pada banyak pihak. Pemogokan buruh, sebaliknya, 

hanyalah pemaksaan akibat kebuntuan negosiasi dan kurangnya 

komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja/buruh, pada 

akhirnya  menunjukkan kuatnya tanggung jawab hak  dalam negosiasi. 

Terjadi kebuntuan dan kesalahpahaman, seolah-olah tidak ada cara lain  

untuk memenuhi kebutuhan buruh. 
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Menurut Pasal 137 KUHP, sebagai hak dasar pekerja dan serikat 

pekerja/serikat buruh, mogok adalah sah, tertib dan damai sebagai akibat 

dari perundingan yang gagal. Kegagalan perundingan dalam pasal ini 

mengacu pada “ketidakmampuan mencapai kesepakatan penyelesaian 

perselisihan perburuhan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya 

kemauan pengusaha untuk berunding dan kebuntuan dalam perundingan, 

serta  tertib dan damai. Artinya”. Itu tidak mengganggu keamanan dan 

ketertiban umum,  atau membahayakan keselamatan, kehidupan atau 

properti perusahaan, pengusaha, orang lain atau komunitas. " 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan yang diteliti,  penulis menggunakan metode 

penielitian hukum normatif dan empiris, yang  merupakan kombinasi esensial 

dari pendekatan hukum normatif dengan  berbagai elemen empiris yang 

ditambahkan. Metode penelitian hukum normatif ini biasa disebut dengan 

penelitian hukum pendidikan atau penelitian kepustakaan. Kajian ini disebut 

kajian hukum karena ditujukan hanya untuk peraturan tertulis. Kajian ini 

membutuhkan data kepustakaan sekunder dan sangat erat kaitannya dengan 

data kepustakaan karena menggali norma hukum. Penelitian hukum empiris 

adalah  metode penelitian hukum yang dirancang untuk melihat hukum dalam 

arti yang sebenarnya dan mempelajari cara kerjanya di  masyarakat. Kajian 

ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di masyarakat, sehingga 

metode studi hukum empiris dapat digambarkan sebagai studi hukum 

sosiologis.41 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam studi ini, kami meneiliti masalah menggunakan tiga 

pendekatan:42 
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1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan hukum adalah kegiatan menyelidiki undang-undang 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang 

bersumber dari undang-undang, buku teks, dokumen, dan sumber lainnya. 

2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis approach) 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dapat menjelaskan  

hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan hukum dengan 

perilaku sosial, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial, 

dengan menggunakan hukum sebagai fenomena sosial. 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 

Jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:43 

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan resmi, atau protokol dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan.
44

 Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penyidikan yang dilakukan. Dengan kata lain adalah 

KUHPerdata tahun 2003 dan UU No. 13 tentang Sumber Daya 

Manusia. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung 

dan menyempurnakan bahan hukum primer, memberikan penjelasan 

untuk pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder 

membantu studi memahami atau menganalisis bahan hukum primer.
45

 

Juga memuat bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku 

terkait, jurnal, disertasi, dan tulisan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum  pelengkap yang 

berisi petunjuk dan penjelasan  bahan hukum primer dan sekunder.
46

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Tentang tipe dan sumber data termasuk dan di bawahnya:
47

 

a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama, 

wawancara dengan direktur atau staf PT. Pegadaian Andonpu dan 

pegawai kontrak.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, 

laporan, buku, dll. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan dan data 

dalam penelitian ini antara lain:
48
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1. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyelidiki hukum-hukum, 

kepustakaan, dan pendapat para ulama terkait dengan pokok bahasan yang 

dibahas. 

2. Studi Lapangan melalui Wawancara (intervew) 

Dengan kata lain, melalui komunikasi langsung dengan responden dan 

informan. Wawancara  adalah status peran interpersonal pribadi di mana 

seseorang percaya bahwa pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

bertujuan untuk memperoleh jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian  

responden dan informan. 

E. Analisa Bahan Hukum dan Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis hukum berdasarkan bahan 

pustaka dan hasil wawancara dengan responden atau informan untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan data yang  disajikan dalam 

bentuk rangkaian kata atau frase yang akan dianalisis. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau potret suatu 

masalah melalui pola atau masalah. Penulis menerapkan data yang  diperoleh 

dari hasil penelitian  lapangan melalui wawancara dan studi pustaka. Serta 

hasil wawancara (praktik lapangan), penulis mengacu pada referensi baik dari 
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buku maupun undang-undang. Memungkinkan Anda untuk mempelajari hasil 

sebagai panduan pemecahan masalah.
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